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P E N E T A P A N
Nomor 18/Pdt.P/2020/PA.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Cikarang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  telah  memberikan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang diajukan oleh:

Asmawi  bin  Sebi,  tempat  dan tanggal  lahir  Bekasi  25  Mei  1984,  umur  35

tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta,

tempat  tinggal  di  Kampung Bendungan RT 01 RW 05 Desa

Satria  Jaya  Kecamatan  Tambun  Utara  Kabupaten  Bekasi,

sebagai Pemohon I;

Lawan

Endang Emasuri  binti  Sumarno,  tanggal  lahir  14  Agustus  1985,  umur  34

tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan

SMA, tempat kediaman di  Kampung Bendungan, RT 001 RW

005 Desa Satria Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten

Bekasi, Provinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon dengan  surat  permohonannya

tertanggal  27  Januari  2020 yang telah terdaftar  di  Kepaniteraan Pengadilan

Agama  Cikarang  dengan  register  perkara  Nomor  18/Pdt.P/2020/PA.Ckr,

mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  25  Maret  2017  para  Pemohon  melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam dirumah orang tua Pemohon I;  
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I  berstatus Perjaka dan

Pemohon  II  berstatus  Perawan,  pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali

nikah Pemohon II bernama Sumarno dan dihadiri oleh saksi nikah masing-

masing  bernama  Saidi  dan  Minan  dengan  memakai  mas  kawin  berupa

uang sejumlah Rp.  1.000.000,-  (Satu Juta Rupiah) dan cincin  seberat  2

gram dibayar Tunai;  

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab,

pertalian kerabat  semenda dan pertalian susuan serta  memenuhi  syarat

dan rukunnya, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik

menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan

yang berlaku;  

4. Bahwa  setelah  pernikahan  para  Pemohon  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama;     

Muazzam Afkari Asko, Laki-laki, Umur 9 bulan;

5. Bahwa  selama  pernikahan  berlangsung  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat atas pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu

pula para Pemohon tetap beragama Islam;  

6. Bahwa para Pemohon sampai  saat  ini  tidak memiliki  Buku Kutipan Akta

Nikah  karena  perkawinan  tidak  terdaftar  pada  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Tambun Utara;  

7. Bahwa  para  Pemohon  sangat  memerlukan  Buku  Kutipan  Akta  Nikah

tersebut  untuk  pembuatan  Akta  kelahiran  anak,  Kartu  Keluarga  dan

administrasi lainnya;  

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II mohon

agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C/q Majelis Hakim yang memeriksa

dan  mengadili  perkara  ini,  untuk  menjatuhkan  Penetapan  yang  amarnya

berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;  

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I  (Asmawi bin Sebi)  dan

Pemohon II  (Endang Emasuri binti  Sumarno)  pada tanggal tanggal 25

Maret 2017 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten

Bekasi;  
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3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan itu

kepada  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tambun  Utara,  Kabupaten

Bekasi, Provinsi Jawa Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;  

Atau  apabila  pengadilan  Agama  Cikarang  berpendapat  lain,  mohon

penetapan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  para  Pemohon  tidak

menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang

relaas  panggilannya  dibacakan  di  dalam  sidang,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini  cukup ditunjuk  kepada

hal-hal  sebagaimana  yang  tercantum dalam berita  acara  sidang  perkara  ini

yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  para  Pemohon

adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata para Pemohon tidak menghadap dan tidak

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  Wakil/Kuasa  Hukumnya

meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  yang  relaas  panggilannya

dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya

itu  disebabkan suatu  halangan yang sah,  maka Majelis  Hakim berpendapat

para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya

dengan  didasarkan  kepada  ketentuan  Pasal  124  HIR,  Majelis  Hakim

berkesimpulan permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  digugurkannya  perkara  ini  dilakukan

dalam proses persidangan maka biaya yang timbul  dalam perkara ini  harus

diperhitungkan;

Menimbang,  bahwa  dalam  bidang  perkawinan,  inklusif  di  dalamnya

perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama serta  berdasarkan azas  lex  spesialis
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drogat lex generalis  maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon

yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang  berlaku  serta

dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon 18/Pdt.P/2020/PA.Ckr,  gugur;  

2. Membebankan  biaya  perkara  kepada  Pemohon sejumlah  Rp.

316000,- ( tiga ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikianlah ditetapkan  dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 Masehi bertepatan

dengan tanggal  23 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh  Khalid Gailea, S.H., M.H.

sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. dan Ahyar Siddiq, S.E.I.,

M.H.I., masing-masing  sebagai  Hakim Anggota,  putusan  tersebut  diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta

para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nabella Artha Ayu Sofyana,

S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

  

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. Khalid Gailea, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

 

Ahyar Siddiq, S.E.I., M.H.I.
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Panitera Pengganti,

Nabella Artha Ayu Sofyana, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya ATK Perkara : Rp 50.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).
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